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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor se, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintahan 
Daerah Bcrhak Menetapkan Peraturan Daerah dan 
Peraturan- Peraturan Lain Untuk Melaksanakan 
Otonomi dan Togas Pembantuan; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Simalungun tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hotel. 

a. bahwa Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Pajak Hotel belum dapat 
m~ngoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari 
pajak hotel sehingga perlu diganti dengan peraturan 
bupati yang baru; 

Menimbang 

PERATURAN NO BUPATISIMALUNGUN 
MOR I 3 TAHUN 2019 

ETUNJUK TEKN TENTANG 
p IS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK HOTEL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIMALUNGUN, 

Kode Pos 21162 

BUPATI SIMALUNGUN 
PAMATANGRAYA 
SUMA TERA UT ARA 

~ I 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang­ 
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun Nomor 5161) ~ 

5. Undang-Und 
Keuan ang Nornor 17 Tahun 2003 tentang 
Indone~: TaJ:egara (Lembaran Negara Republik 
Negara Repub~kn 2003 N~mor 47, Tarnbahan Lembaran 

1 Indonesia Nomor 4286); 
6. Undang-Und 

Peri b ang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
p m. angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
1 e;enntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
~ o;esia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

m aran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7 · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak 
Daerah dan Retribusi Dae rah (Lembaran 

, NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

I 

I 
I 
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20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada 
Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kabupaten 
Simalungun (Serita Daerah Kabupaten Simalungun 
Tahun 2017 Nomor 322); 

19. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Simaiungun Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten 
Simalungun Nomor 169). 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 310); 

13· ~er~turan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
p ems Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan 

~ ei:~tapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh 
WaJtb Pajak ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 

14· Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887); 

15· Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 
2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Simalungun Nornor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 
4 Tahun 2016 tentang Pembcntukan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 
2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 
Tahun 2018 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Ka bu paten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 
Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2018 Nomor 3); 

,,,,.,, .. ---- .. 
,' 
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Dalam Pcratu;an Buputi i . Pa al I 
1 Dacrah adall·"'li Knb 111 yunp dinlllksud d 'll"Ull · 

• 
4 Upnt · · t) ' 

2 Bupati adaln}, up ti . n 1111nlungun; 
3. Badan Pendap t I imRlung11n; 

· Kabupatcn irnnlunn Do r h nduloh ndan Pcndnpntun Dacrah ngun· 
4. Kepala s, dun odnlnh K 

Sirnalungun: cpnln Bndnn Pcndupntnn Dacrnh Kabupatcn 
5. B dan ndnl: h sckum 1 

kc atuan, baik pu n orang dnn/c tau mod 1 yang merup~kan 
1 ... 1 .... k h yang mclnkukon usahn maupun yang tidnk me UJ\u an usa O yang li . k dit m iputi p r ero n tcrbata , perscroan 

~~ ~ er, perscroan lainnya, badan u ahn milik Negara (BUMN), 
a u a an usaha milik dacrah (BUMD) dcngan narna dan dalam 
bentuk apapun firma k · k · · ' , on sr, op rust, dnnn pcnsrun, pcrsekutuan, 
perkurnpulan, Y_aya~an, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau orgamsasi lamnya, lcmba a dan bcntuk badan lalnnya 
te1:11asuk kontrak investasi kolektif dan bcntuk usaha tetap; 

6. Pajak Hotel yang sclanjutnya discbut Pajak adalah pajak atas 
pelayanan yang disediakan oleh hotel; 

7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapun/p ·ri8tirahatan 
tcnnasuk jasa tcrkait lainnya dcngan dipungut bayaran, yang 
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwi.uun, wisma pariwisata, 
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnyu. scrta rumah kos 
dengan jum.lah kamar sama dengan atau lebih dari JO (scpuluh); 

8. Rumah Penginapan (Wisma/Penginapan Remaja) adalah jenis usaha 
akomodasi untuk penginapan, dalam bentuk dan klasifikasi apapun 
beserta fasilitasnya yang digunakan untuk umum; 

9. Pesanggrahan adalah jenis usaha akomodasi untuk tempat 
peristirahatan atau penginapan atau tempat pertemuan baik 
diusahakan/ diselenggarakan oleh orang pribadi/badan atau oleh 
pemerintah; 

10. Motel adalah jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat dan 
fasilitas kamar untuk persinggahan dengan waktu pendck 
(shorttime) dengan tidak menyediakan atau menyediakan fasiJitas 
penyediaan makanan dan minuman atau fasilltas lainnya; 

11. Losmen (HomeStay) adalah jenis usaha akomodasi yang 
mempergunakan sebagian dari rumah tinggal atau bangunan 
lainnya, yang dipergunakan un~1:1k mengi~ap dengan tidak 
menyediakan atau menyediakan fasilitas penyediaan makanan dan 
minuman atau fasilitaslainnya; 

12. Gubuk Pariwisata, Pondok Wisata, Resor Wisata, Hunian Wisata, 
Cottage Guest House dan sejenisnya adalah jenis usaha akomodasi 
yang dlpergunakan untuk menginap dengan tidak menyediakan 
atau menyediakan fasilitas p~l~yanan,sepe~ fasilitas penyediaan 
makanan dan minuman, fasilitas konvensi atau ruang rapat, 
fasilitas rekreasi atau hiburan, fasilitas olahraga atau fasilitas 
lainnya; 

MEMUTU KAN: 
PERATURAN 
PELAKBAN~UPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGELOLAAN PAJAK HOTEL 

BAB I 
l<ETENTUAN UMUM 

_Menctnpkon : 
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13. Rumah Kos adalah jen· 
rumah tinggal atau se~s ~saha akomodasi yang mempergunaknn 
dipergunakan untuk k agian rumah tinggal atau bangunan ~ang 
menyediakan atau me os ?engan pembayaran, baik dengan tidak 
atau hotel atau seie · nyediakan fasilitas sepertl rumah pcnginapan .., nisnya· 

14. Oasar Pengenaan Pa· ak ' 
jumlah pembayarar cJ Yang selanjutnya disingkat OPP adalah 
pelayanan di hotel ol~h ata~ Yan~ seharusnya dibayar atas jasa 
Subjck Pajak adalah subJe~ pajak kepada hotel; 15· pajak; orang pnbadi atau Sadan yang dapat dikenakan 

16. Wajib Pajak adalah . . . 
pajak, pemoton .:ang pribadi atau Badan, rncliputi pem?ayar 
dan kewa'iban g Pa.J . dan pemungut pajak, yang mempunya1 hak 

d J perpaJakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perun an~-undangan perpajakan daerah: 

17 Tahun Pajak ad lah · ' · k 1 d k ~ Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) rahun 
a en .er, ecuah apabila wajib pajak menggunakan tahun buku 

yang tidak sama dengan tahun kalender· 
18. ~asar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah 

JUI?lah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel 
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dal~ masa pajak, dalarn tahun pajak atau dalam bagian 
tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undanga» perpajakan daerah; 

20. Biaya pelayanan atau (Service charge) adalah suatu komponen yang 
menjadi satu kesatuan dengan harga produk layanan tertentu dalam 
transaksi penjualan di Hotel dan merupakan bagian dari 
perhitungan pajak hotel; 

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya 
pajak yang ,f:erutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib 
pajak serta pengawasan penyetorannya; 

22. Surat Pernberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak 
dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah; 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak yang terutang; 

24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 
dengan menggunakan fonnulir atau telah dilakukan dengan cara lain 
ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Bupati; 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif 
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar; 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat 
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang mencntukan jumlah 
pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
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35. 

34. 

33. 

32. 

31. 

30. 

29, 

tidak terutang dan tidak ada k . . 
Surat Ketetapan Pa'ak redit pajak; . 
disingkat SKPDLB Ja1 Daerah Lebih Bayar, yang selanJutnya 
·umlah kelebihan ae ah surat k~tetapan pajak yang men~ntu~ 
iebih besar daripa~ mb~yaran paiak karena jumlah kredit P~Jak 

t a Pa.Jak yang terutang atau seharusnya tidak teru ang; 
Surat Tagihan Pajak D ah . dal h 

t tuk aer yang selanjutnya disingkat STPD a a 
sura un melakukan ta ih . · · · tr tif 

b gi an pajak dan J a tau sariksi adrnints a berupa unga dan / atau denda: 
Surat Kepu tusan p b ' .. em etulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalal · · d / ta . ian tertulis, kesalahan hitung an a u 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketet~pan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Sur~t Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan; 
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak; 
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh 
Wajib Pajak; 
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data clan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca clan 
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut; 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
perneriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan/ atau tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah; 
Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai 
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. 

~ 

28, 

r 
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ob· k . Pasal 3 
(l) d ~e Pa.J~ hotel adalah pelayanan yang discdiakan olch hotel 

engan pem ~yaranJ termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan 
hotel yang ~1fatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan 
termas:uk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotei 
yang disewakan oleh pihak hotel. 

(2) Termasuk dalam pengertian hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), adalah; 
a. Hotel; 
b. Losmen (Home Stay); 
c. Hostel; 
d. Gubuk Pariwisata, Pondok Wisata, Resort Wisata Hunian Wisata 

' ' Cottage, Guest House dan Sejenisnya; 
e. Wisma Pariwisata-termasuk Wisma Pariwisata Remaja 
f. Pesanggrahan dan sajenisnya; 
g. Rumah penginapan termasuk panginapan rernaja dan sejenisnya; 
h. Gedung pertemuan/ pesta dan sejenisnya; 
1. Pelayanan apartemen/kondominium dan sejenisnya yang 

berdasarkan izin usahanya memberikan pelayanan seperti 
pelayanan dihotel;dan 

j. Rumah kos yang dimiliki orang pribadi atau badan dengan 
jumlah kamar sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) baik 
yang menyatu maupun secara terpisah diwilayah Kabupaten 
Simalungun. 

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, 
seterika, transportasi clan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan 
atau dikelola hotel. 

(4) Fasilitas olahraga atau hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah fasilitas olahraga atau hiburan yang disediakan dan dikelola 
oleh hotel untuk tarnu hotel, antara lain pusat kebugaran (fitness 

· centre), l.olarn renang, tenis, squash, billiar, karaoke, diskotik, pub, 
kaf e, bar dan sejenisnya. 

(5) Persewaan ruangan hotel yang disewakan oleh pihak hotel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), _antara lain: 
a. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di 

hotel, seperti resepsi perkawinan, rapat-rapat, pertemuan dan 
scjenisnya; dan 

Bagian Kesatu 
Objck Pajak 

OBJ BAB III 
EK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

SISTEM p BAD II 
EMUNGUTAN PAJAJ( 

(1) Pemungutan Pajak h t l Pasnl 2 
oleh wajib pajak (self~ e men gunoknn sistcm pnjuk dihayar scndiri 

(2) Berdasarkar, sistcm se~smcnt). 
sebagaimana dimaksud Pa.Jak dibnyar sendiri oleh wajib pnjak 
memperhitungkan me pada nyat (1), maka wajlb pnjnk mcn~hilttng, 
terutang. ' nyctor dan mclnporkan scndiri pnjak yang 
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Pasal 5 
(1) Pelayanan yang disediakan oleh hotel tennasuk ja a penunjang 

sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyarnanan, tennasuk fasilitas olahraga, hiburan dan pcrsewaan 
ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel diwajibkan 
menggunakan bon penjualan (bill) yang dilegalisasi/ diperporasi oleh 
badan pendapatan daerah. 

(2) Bon penjualan (Bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan 
dihotel yang menjadi dasar pajak terutang. 

(3) Terhadap wajib pajak yang diwajibkan menggunakan bon penjualan 
(bill) dan melegalisasi/ perporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tetapi tidak menggunakan bon pen}ualan (bill) dikenakan denda 
sebesar 2% (dua p~rsen) sebulan dari pajak yang terutang untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan terhadap 
penggunaan bon penjualan (bill) yang tidak diperporasi dikenakan 
denda sebesar 2% {ti.ua persen} dari pajak terutang dalam setiap bon 
penjualan (bill) 

(4) Bon penjualan (Bill) sebagaimana climaksud pada ayat (2), paling 
kurang terdiri dari 3 (tiga) rangkap : 

Bagian Kesatu 
Penggunaan Bon Penjualan (Bill) 

BAB IV 
PENGGUNAAN BON PENJUALAN (BILL), DPP, TARIF DAN CARA 

PERHITUNGANPAJAK 

. Pasal 4 
(1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan 
hotel. 

(2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang 
mengusahakan hotel. 

Bagian Kedua 
Subjek Pajak clan Wajib Pajak 

b. persewaan ruan 
store salon d g~ Yang digu ak 

T
'dak t ' an lainnya n an untuk perkantoran, drug 

(6) 1 ennasuk objek . · 
(1) ~dalah: Pa.Jak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 
a. jasa tempat ti . inggal as pemenntah pusat at rarna yang diselenggarakan oleh 

dibebankan pada A:u i:.merintah daerah yang pembayarannya 
~APBN)/ Anggaran Penf an Pendapatan dan Belanja Negara 

b. jasa sewa apart patan dan Belanja Daerah (APBD); 
b . emen kond .. mem en pelayanan seba . 0mm1:1m dan seharusnya yang 

h; gaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
• c. jasa tempat tinggal di 

keagamaan pusat pendidikan atau kegiatan 
d. jasa tempat tinggal di . 

panti asuhan dan p 1 ~m~ s~1t, asrama pcrawat, panti jornpo, 
e. jasa biro perj~lana an sosi~l lainnya yang scjenis; dan 

oleh hotel yang d n tadt~u peIJalanan wisata yang diselenggarakan 
apa 1manfaatkan oleh umum. 
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Pajal 11 tel I> -rrln urkt n p -rnlu y.ir.. 1 k nsumcn i d 

- Ri 1. 
Pl I l 

ntoh 

ontoh I: 
rhitun an Pajak Hot l ta pel 

J Jar a jn n Hotel 
irvic Charge ( 10%) 
mb. Y' r: n scbclum pajnk (OPP) 

• .t k llot ·I ( 10°/c,) 
buy irnn olch kon urncn 

Pasal 8 
B saran pokok pajak hotel y ng terut: n~ dihit ung den an 
m n alikan tarif scbagaimana dimak ud dalnm P.1: 11 kn .m l P. 

Bagian Keempat 
Cara Perhitungan Pajak 

Pasal 7 
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% [sepuluh p r en). 

Bagian Ketiga 
Tarif 

Pasal 6 
(1) OPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. 
(2) Pembay~~ sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah jurnlah 

yang diterirna atai, seharusnya diterima sebagai imbalan atas 
penyerahan jasa sebagai pembayaran. 

(3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana climaksud pada ayat 
(1) merupakan pembayaran yang diakui dalam pernbukuan a u 
pencatatan sebagai penerimaan hotel. 

Bagian Kedua 
DPP 

.i. t.r-mb. r kc:. tu. Untuk .._,uhjc k . I 
LJ. Lernbar kedu , unt k · · pa ntnu uunu hou-l 

L mbar k ·tign, untuk ~~inn r. ·nd p t 111 D: < rah. 
. l ' "Jib P'J'lk -) 1 n pcnju an (Bill) p, lin k , ' t • 

l· n. N ma d n al, math t 1 \lr,,nJ~. m~muc1t : 
d · t, u s 'J .ru b. Tm · nl u logo hotel · · .. · 

. cri rncnuruj alphab~ (h . d 
dirnulai dari huruf 1 Uruij Yang dibuat ~ cam b ·rur 1 .. n an ' nwa "A'' dan 

d. Nomor bon pcnjuaJan (b'll · 1· 
dari "00001" s . 1 ) Y ng dibuat . ecara beruntun dimu ,JJ 

ampai dengan nomor "10.000" 
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(5) 

Contoh 21: 

Perhitungan Pajak Hotel berdasarkan pembayaran konsumen 
included tax dan Service Charge setelah diskon atau potongan harga 
atau nama lain yang sejenis: 
Pembayaran oleh konsumen = Rp. 968.000,00 
Diskon 20% = Ro. 193.600,00- 
Hargajasa hotel setelah diskon = Rp. 774.400,00 
Harga jasa Notel termasuk Service Charge I DPP = Rp. 703.999,99 
(100/ l 10*1.000.000,00) 
Pajak Hotel (10%) dibulatkan = Rp. 70.400,00 
Wajib Pajak yang memberikan diskon atau potongan harga atau 
nama Jain yang sejenis melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (2), maka perhitungan pajak hotel berdasarkan perhitungan 
sesuai dengan Pasal 9 ayat 2. 
Wajib Pajak yang memberikan diskon atau potongan harga atau 
nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
terlebih dahulu harus mengajukan pennohonan secara tertulis 

(4) 

Contoh 1: 
Perhitungan Pajak Hotel atas pemberian diskon atau potongan harga 
atau nama lain yang sejenis: 
Hargajasa hotel = Rp. 1.000.000,00 
Diskon 20% = Rp. 200.000,00- 
Hargajasa hotel setelah diskon Rp. 800.000,00 
Service Charge (10%) Rp. 80.000,00+ 
Pembayaran sebelum pajak (DPP)= Rp. 880.000,00 
Pajak Hotel (10%) = Rp. 88.000,00+ 
Pembayaran oleh konsumen = Rp. 968.000,00 

Perlakuan nf :gian Keluna 
s on atau Potongan Harga 

(l) Wajib P.ajak dapat mernben:asa1? 
nama lam yang sejenisnya d .an diskon atau potongan harga ata'u 

(2) pemberian diskon a tau tan harga jual yang berlaku. . d. po ongan h . . . sebagrumana 1maksud p d arga atau nama lam yang sejerns 
berikut: a a ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai 
Diskon diberlakukan trn tuk : 
1. Karnar hotel, meliputi: 

a. Untuk corporate (k . 
paling tinggi 30o/i (;T]a sama dengan biro perjalanan travel), 
berlaku dengan °d .;ga puluh persen ) dari harga um um yang 
hotel dengan 1 Uktikan surat perjanjian kerjasama antara 

corporate · dan 
b. Untuk diluar coorp t' . dari har ora e, paling tinggi 20% (dua puluh persen) 

pembaya::n.umum yang berlaku dengan dibuktikan invoice 
2. Food & beverages pali ti · · · · al b 

1 
' n~ nggi 15% (hma belas persen) dan harga 

JU yang er aku. Apablla pemberian diskon dilakukan bekerja 
sama dengan pihak k ti. ih . 1 b k e ga, pi ak sponsor (kartu kredit atau 
;.~ a~ eu~gan) maka atas pemberian diskon tersebut tetap 

1 en. an paJ_ak sebagai penggantian pembayaran karena diskon 
ol:h pihak ketiga, pihak sponsor kepada pihak hotel. 

(3) Perh1~gan DPP ~ta.s pamberian diskon atau potongan harga atau 
n~a lam yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 
benkut: 
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Pasal 10 
(1) Pendataan objek pajak hotel dilakukan dengan memberikan Formulir 

Pendataan kepada pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha 
perhotelan. 

(2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima 
dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandutangani 
oleh pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha perhotelan atau 

.kuasanya. 
(3) Berdasar}~an formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar 

dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/ 
penanggungjawab usaha perhotelan atau kuasanya, pemilik/ 
pengelola/ penanggungjawab usaha perhotelan selaku subjek pajak 

Bagian Kesatu 
Pendataan 

BABV 
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK 

l(epada kepala badan da] . 
. puluh) hari sebelum disk am Jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
yai1g sejenis diberlakukan.on atau potongan harga atau nama lain 
perrnohonan se bagaimana di 

(6) rnemuat : unaksud pada ayat ( 1), paling kurang 
a. tanggal, bulan, tah,.1n surat 
b. alasan pemberian disk permohonan; 

sejenis; on/potongan harga atau nama lain yang 
c. besamya diskon atau poto 

sejenis; , ngan harga atau nama Iain yang 
d. masa berlaku diskon;dan 
e. dalam hal pemberian di k · 

yang sejenis berdasar: on at~u ?.otongan harga atau nnma. Iain 
ketiga, perbankan ata an perJanJian kerjasama deng n. p1hal< 
kredit), ~arus. melampi~:;baga keuangan lainnya [rnclalui kartu 
1. bukti pet]anjian k · 

t l b k 
er.Jasama dengan pihak ketiga, perbankan 

a au em aga euangan lainn a. d 
2 menyebutkan · Y ' an · k . nama pihak ketiga perbankan atau lcmbaga 

euangan lainnya dan kartu kredit yang digunakn.n. 
(7) Berdasarkan permoh?nan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

kepala badan rnenerbitkan surat persetujuan atas pemberian diskon 
atau po~ongan harga atau nama lain yang sejenis kepada wajib pajak 
dalam Jangka_ w~tu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
pennohonan diterima. 

(8) Wajib p3:jak yang memberikan diskon atau potongan harga atau 
n81;1a lam y~g sejenis, wajib mencatat dalam pembukuan atas 
setiap transaksi pembayaran pelayanan dihotel. 

(9) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat permohonan 
pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), atau belum memperolch 
persetujuan dari kepala badan, maka atas setiap transaksi 
pembayaran pada wajib pajak dianggap tidak ada diskon dan pajak 
dihitung dari jumlah harga umum yang berlaku. 

{10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian diskon diatur 
dengan keputusan kepala badan. 
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Pasal 12 
h: .rus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap 

tang ni Ieh wajib pajak atau kuasanya serta 
... da bidang pendataan dan penetapan badan 

Bagian Kesatu 
SPTPD dan SKPD 

BABVI 
BENTUK ISi TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, 

' SKPD,SKPDKB,SKPDKBT 

•1.1 I Pasal 11 
l) sctin1 pcm1 t c p 'ng 'lolu/pcn . 

( n ·nduftnrknn usnhnnvn de ~nnggunrunwnb usaha pcrhotclan harus I l I ~ l b d · cngun rn mggun kan Iorrnulir pendaftarun 
t·c I \L n " pndn n 1 an m lalu] bidnng pcndataan dan pcnctapan badan 
I t•nrlnJ ~\tnn n rn 1. 

(') :, m:n1hr I .'nd~lfh~~·nn ebngnimnnn dimnksud p da ayat (1) wajib diisi 
kilt ... in 11' 1' jcln ' l "ngknp dun ditandatcngani olch pcmilik/ 

n ·loin/ pt·nanommr,:nw b 1 
, N"' °' usa 1a pcrhotelnn atau kuasanya dengan 

1 , lnrnpirknn: 
a. fotokopi id cnt itns diri; 

. surnt i in usnhn dnri instnnsi y, ng bcrwcnang [apabila ada); dan 
c, surnt kuns.n bemmtcrai cukup apabila pemilik/ pengelola/ 

ennn gun~1nwub usnha perhotelan melakukan pendaftaran 
diku ~snkn1\ dengan di sertai fotokopi identitas penerima kuasa. 

{ ) F. nnuh~ P 'ndnft~mn sebngaimano. dirnaksud pada ayat (I) harus 
d1snmpmkm: kc b1dang pendataan dan penetapan badan pendapatan 
da rah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan 
rnernp rol h formulir pendaftaran. 

(-1) P milik/ p ngeloln/ penanggungjawab usaha perhotelan yang telah 
mcndaf arkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang 
bersan kutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan: 
tt. k rm NPWPD; dan 
b. surai p ngukuhan \\ ajib pajak daerah. 

(~ A bila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I] kepala badan menerbitkan NPWPD dan surat 

gukuhan wajib pajak daerah secara jabatan. 
P mberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana 

irn .. k ud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada 
tern t ~ mudah dilihat, dibaca olch pengunjung/ tamu hotel atau 
itemp t ernba -aran. 

, B ntuk d n format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut 
run Lam piran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

rnturan bupati ini, 

Bngian Kedun 
Pendaftnran 

1 11 w suc·lnlrnnnn knn p ·nu f 
",,tttl mcujudi \\ njib PnJ'nk dn tnran u ahanya kepad kcpala badan 

'1 1 1. flcrnh w11tt1I < nu ormn] i~inn for .. 
(·O 1111,uu Lumpiruu l dun rn n. ~Uhr pendntaan sebagairnana tersebu~ 

;,rr:lturnn hupnt! ini. ipa can bagian yang tidak tcrpisahkan clan 



• 

• 

Dlpindai dengan CamScanner 

13 

Pasal 15 
(l) Pajak hotel merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib 

Pajak (Self Assesment). .. . 
(2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak ~tau kuasanya 

dilakukan sekaligus dan tunas paling larnbat 30 [tiga puluh) hari 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran 

BAB VIII 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal 14 
Masa pajak hotel adalah 1 [satu] bulan kalender. 

BAB VII 
MASAPAJAK 

Pasal 13 
(1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dirnaksud dalam 

• Pasal 4 rnasih dapat diterbitkan : 
a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksnan atau keterangan lain 

temyata jumlah pajak hotel kurang dibayur; a tau 
b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/ a tau data yang 

semula belum terungkap yang menyebnbkun penambahan 
jumlah pajak yang terutang setelah ditcrbitkun SKPDKB. 

(2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran JY dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan bupati ini. 

Bagian Kedua 
SKPDKB dan SKPDKBT 

fonnulir SPTP~. sebagairnan di . 
(2) sendiri oleh wajib Pajak di ~id Illaksud pada ayat (1), dap t diambil 

pendapatan daerah. ang pendataan dan penctapan badan 
sP'f PD mernuat pelaporan . 

(3) dibayar kepada hotel ata~Utnlah pembayaran atau yang scharusnya 
e,vice charge tennasuk J. pelayanan yang disediakan oleh hotel, s . asa pe · 1 yang s1fatnya memberikan k ll.Ut1Jang sebagai kelengkapan hotc 

fasilitas o1ah raga dan hibur emudahan dan kenyarnanan, termasuk 
. SPT an. 

) penyampruan PD sebagaim . . 
(4 paling lama 15 [Iima belas) h .ana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

A abila batas waktu penyam an .setelah berakhirnya masa pajak. 
(S) brtas waktu penyampaian j i~an SPTPD jatuh pada hari libur, rnaka 

A abila batas waktu pen au P.ada satu hari kerja berikutnya. 
(6) pda ayat (4) terlampau· Y:;paian SPTPD sebagaimana dimaksud 

~~enakan sanksi admin~~:1 • a SKPD ditetapkan secara jabatan dan 
d gan menggunakan d t asi berupa denda sebesar 2% (dua persen) 

en . .. . a a masa PaJak sebelumnya 
(7} SJ'!.:D Y~ ~~ak ~1 dengan lengkap dan tidak ditandatangani oleh 

waJl pa~ u .. asanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembalikan ke wajib pajak untuk diiengk · 

k fc t . . api. 
(BJ Bentu , orma isian formulir dan tat · · sPTPD . a cara pengisian 

sebagrum~a tersebu~ dalarn Lampiran III dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 
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Bagian Kedua 
Tata Cara Pembayaran Angs d uran an Penundaan Pcmbnyaran Pajak 

Pnsal 16 
Tata cara. pembayaran a_ngsuran dan penundaan pembayaran pajak 
terutang dilakukan eebagai berikut : 

lib iak a. waji paj yang akan melakukan pembayaran secara angsuran 
maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan 
permohonan s~cara tertulis kepada kepala badan dengan disertai 
alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STP~ yang diajukan pennohonannya; 

b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan 
rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan 
disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling 
lama sebelum jatuh tempo yang tertera pada SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD yang diajukan pennohonannya; 

c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan 
pembayaran yang disetujui kepala badan dituangkan dalam 
keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat 
telaahan dari kepala bidang pendataan dan penetapan badan 
pendapatan daerah; 

d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk 
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak 
berjalan; 

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 {satu) bulan, 
terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, 
SKPDKB SKPDKBT stau STPD kecuali ditetapkan lain oleh kepala 

' badan; 
f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan 

bunga sebesar 2 % (dua persen); . . 
g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai .benkut :. 

1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa 
angsurau; . 

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya 
sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak 
angsuran; . b . . 

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pem. agian antara jurnlah 
pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran; 

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran 

sejak berakhirnya mas . 
it tapkan dengan a Pa.ink nt d1 e ah (SQPD) menggunakan Srl1u tnngnal jntuh tempo ynng 

oaer 0 
• <PD atau Surat Sctornn Pnjok 

3) pajak yang terutang dapat diba a 
( Rekemng Kas . Dacrah l(ab~ r mclalui Bonk un uk disctorknn kc 

bendahara penenma badan paten Simnlungun ntau rnclalui 

(4) Apabila pembayaran oleh WPc.~dapatun dncrnh 
d h . a.Jtb p . k . ben a ara penenma badan UJa atau kua anya duakukan kc 

1 x 24 (satu kali dua puluhpendnpnt~n dncrnh dnlnrn jAnglrn wnktu 
xnenyetorkan ke kas daeral empat) Jam bcndnhara pencrirnu wojib 
yang berlaku. 1 scsuai pcrnturnn pcrundnng-undongnn 

(5) Apabila batas waktu pemb ayaran · h waktu pembayaran jatuh p d jatu . pndn hnri libur, muka but s 
Bentuk dan isi SKPD d a a satu hari kcrjn bcrikutnya. 

(6) J..,ampiran V dan merupakan SSP.D sebagaimnnu tcrscbut doJrun 
peraturan bupati ini. an bngian yang tidak terpisahkan dnri 
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Pasal 18 
(1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat 

memberikan pengurangan pajak. 
(2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh kepala 

badan. 
(3) Pemberian pengurangan pajak,. s~ti~~-tingginya sarnpai dengan 

25% (dua puluh Hrna persen) dari ml8: paJ~k terutang.. . 
(4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut : 

a. pennohonan pengurangan pajak disampaikan ~ecara. tertulis 
dalarn bahasa Indonesia kepada kepala badan disertai dengan 
alasan yang jelas dan dapat dipertanggun~awabkan deng~n 
melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (Apab1la 
dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan 
fotokr, pi KTP penerima kuasa]; 

BAB IX 
PENGURANGANPAJAK 

Bagian Kctiga 
Tata Cara Penagihan 

Pasal 17 
(1) ~epala badan atau pejabat yang dihunjuk dapat menerbitkan STPD 

jika : 
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. dari h~sil. penelitian ~PTPD terdapnt kekurangan 'pembayaran 

se~~gru ~bat s~lah tulis dan/ tau salah hitung; dan 
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/ atau denda. 
{2} Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua perscn) 
setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan sejak saat terutangnya pajak. 

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayaran dikenakan sanksi administratif bcrupa bunga dan/ atau 
denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih melalui STPD. 

(4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

i. 

dengan bunga sebcsar 2 0 
perhitungan untuk P<"nUnd Yo (dua pcrsen). 

J1. 1. perhitungan bu~ga dik:~~fcmbayarnn ndalnh seba ni beriku~ : . 
tcrutang yang d1tunda . an lcrhndnp seluruh jumluh pn.1nk 
(dua persen) dengan' 1aitu hasil perk li n nntara bun "0 2 % 
dikali\1mn ~engan seluru~U.mluh Pajak tcrutang ,nn~ ditundn. 

2. besarnya JUmlah Yang ~~mlah ~t ng pajak ynng nknn ditundn; 
utang pajak yang ditu d ~s d1baynr ad, lah sclur ih jumlah 
(dua persen) perbulan· nd a, ditambah den ran jurnlnh bun n 2 % 

d ' an 3, penun aan pembayaran 1 . 
pada saat jatuh tern larus dtlunnsi s k iligus puling lamb t 
tidak dapat diangsur. po pcnundnnn yang t .lnh ditcntuknn dnn 

terhadap ,,,ajib pajnk Yan 
embayaran secara angsur . g. telnh mcngajulmn pern1ohonon 

P
p embayaran untuk surat k an tidak dapa mengajuknn p rmohonnn 

etctnpo.n yang samn. 
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Bagian Kesatu 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif 

Pasal 19 
(1) Kep~~ ba~an dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

adnumstratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang 
menurut l_)eraturan p~rundang-undangan perpajakan daerah, dalam 
hal sanksi tr,rse but d1kenakan karcna kekhilafan wajib pajak a tan 
bukan karena kesalahannya. 

(2} Pengurangan atau Penghapusan sanksi adrninistratif berupa bunga, 
dcnda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, 
SKPDKB atau SKPDKBT. 

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : 
a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam b has 

Indonesia kepada kepala badan dengan alasan yang jelas dengan 
melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau 
SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) sejak diterbitkan STPD SKPDKB 
atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat 
kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerirna kuasa: 

b. berdasarkan permohonan scbagaimann dimaksud pada huruf a, • 
kepala badan membentuk tim untuk melakukan pengkajian dan 
penelitian; 

c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada kepala badan 
sebagai dasar untuk mernberi keputusan; 

d. keputusan pernberian pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif ditetapkan oleh kepala badan; 

c. paling lamb~t I (satu) bulan setelah m:nerima pennohonan 
sebagairnana dimaksud pada huruf a. Kepala Badan harus 
membcrikan keputusan dikabulkan atau ditolak, . . 

f. apabila setelah Jcwat waktu I (satu) bulan ~ebagrumana dimaksud 
pada huruf d, kepala badan belum membenkan k putusa1~, rnaka 
pennohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diariggap 
dikabulkan; dun 

g. Kepala badan menyampaik n lapor n k p da bup ti terhadap 
keputusan pernberian pengurangan tau pengh pusan sanksi 
administratif. 

(4) Terhadap p rmohonan yang ditolak, kepala b dan : 

BABX 
pENGURANGAN ATAU PENGHAP 

PENGURANGAN ATAU p USAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN 
. EMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

I 

b. berdasarkan permoho 
al b d nan se b . kep a a an melakuk agaimana dimaksud pada huruf a, 

pengurangan pajak an anaJisa kelayakan pennohonan 
c, apabila alasan perdiohonan 

I{ep~a Badan rnenerbitkan tengurangan pajak dikabulkan, ~aka 
d. apabila pennohonan urat keputusan pengurangan paJak; 

harus memberitahu~ngurangan pajak ditolak, kepala badan 
penolakannya; dan kepada wajib pajak disertai alasan 

e. keputusan pemberian 
kepada wajib Pajak palpengurangan pajak harus disampaikan 
perrnohonan diterima. mg lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal 

(5) Bentuk dan isi keputusan . 
pengurangan pajak seba . kepala badan tentang pembenan 
merupakan bagian yang J:ana .tersebut dalam Lampiran VII dan 

terp1sahkan dari peraturan bupati ini. 
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Pasal 21 
(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar 

pennohonan wajib pajak diatur sebagai berikut : 
a. surat pennohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang 

meyakinkan; dan 
b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen 

berupa fotokopi : 
1. SKPD yang diajukan permohonannya; 
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan 
3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau 

bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi 
administratif. 

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan 
dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak. 

l3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan 
dilakukan sesuai permintaan kepala badan atau atas usul tim 

rnernberitahukan kepada w .. b 
a. atau; a.Ji Pajak disertai alasan penolakannya, 
b. rnenulis catatan pada sarana 

bahwa pokok pajak dib pembayaran SSPD yang menerangkan 
bunga sebesar 2 % (~yar beserta sanksi administratif berupa 
dibubuhi tanda tangan u~ persen) perbulan untuk kemudian 
selanjutnya menerbitkan ST~ narna jelas kepala badan d~ 
berupa bunga sebesar 2 o1c (d D Yang memuat sanksi administrattf 

rerhadap pennohonan ° ua P~rsen) dimaksud. 
(SJ berdasarkan alasan yang ct!~f . di~etujui, atau karena jabatan 

a.tau menghapus sanksi act!. . di ten.ma, kepala badan mengurangkan 
rnenuliskan catatan pada mistras1 bunga atau denda, dengan car~ 
tersebut dikurangkan atau ~%~a pembayaran. SSPD . bahwa sanks1 
dan narna jelas kepala b d puskan, serta dibubuhi tanda tangan a an. 

(6) W~jib di:~:-:~akukan pembayaran pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari 
seJak ~ ya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

Bagian Kedua 
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak 

Pasal 20 
(1) Kepala badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak 

dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak 
benar, apabila : 
a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan 

untuk mene~tukan besarnya pajak terutang sedangkan batas 
waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD 
at.au pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi 
administratif telah terlampaui; dan 

b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak 
dipertimbangkan pengajuan keberatan a tau pengajuan 
pembe~lan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan 
sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, 
yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah 
ditentukan. 

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah 
pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda 
clan/ a tau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD. 
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Pasal 24 
. . · · n melakukan usaha dengan omzet paling sediki t 

(I) Setiap wajib pajak ya g t iuta rupiah) per tahun wajib 
Rp.200.000.000,00 [dua ra us J 
menyelenggarakan pembuku~. a dimaksud pada ayat (1) diatur 

(2) Tata cara pembukuan sebagruman 
sebagai berikut : ku angnya memuat pemasukan, a. pembukuan sekurang- r 

pengeluaran d_an saldo; kan secara kronologis berdasarkan urutan 
b. pembukuan d1selenggara 

waktu; .. . unyai lebih dari 1 (satu) usaha hotel 
c. apabila wajib paJa~ me;p secara terpisah; 

maka pembu~an dil~ an an dokumen Iain yang menjadi dasar 
d. pembukuan d1dukung eng ta atau dokumen lainnya sehingga 

· ~ "ak berupa no perhitungun paJ 
dapat diketahui omzetnya; 

e. neraca; dan 
f. laporan rugi laba perusahaan. 

18 

Bagian Kesatu 
Pembuk:uan 

BAB XI 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

bcrdasarkan pertirnbangan k . 
eact1Ian d 

1 p an adanya temuan baru. 
( 1 ) Atas dasar pennohonan .. asa1 22 

21 W~1b p "ak Pasal . atau perrnintaan kare aJ . sebagaimana dimaksud dalam 
kepada tim Yang dibentuk na Jabatan, kepala badan merninta 
pembatalan ketetapan Pajak untuk membahas pengurangan atau 

(2) Hasil pembahasan sebagai~an . 
dengan melampirkan a dtmaksud pada ayat (1) dilaporkan 
pengurangan I pembataran keteta telaah. pertimbangan atas 

(3) Berdasarkan laporan dan t 1 Pan Pa.J~k. 
atas pengurangan/pemb ~tahan pertimbangan tim yang dibentuk 
memberikan keputusan. a an ketetapan pajak, Kepala Badan 

(4) Kepala badan atau pejabat . . 
penerbitan keputusan Yang d1tunJuk melakukan proses 
pembatalan ketetapan Y~g berupa keputusan pengurangan atau 
atau pembatalan ket tapaJ a_tau keputusan pcnolakan pengurangan e pan paJak. 

Pasal 23 
(1} Atas diterbi.tkannya keputusan pengurangan atau pembatalan 

ketetapan pajak, kepala badan atau pejabat yang ditunjuk segera : 
a. melaku~an pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara 

menerbitkan SY...PD baru dengan tetap mengurangkan atau 
memperbaiki SKPD lama; 

b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi 
catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama 
pejabat yang bersangh."Uta.n; 

c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKPD barn; dan 

d. rnenyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi 
perpajakan. 

(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan, penguran~an . atau 
pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan 
dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau 
pembatalan dimaksud. 
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Pasal 26 
(1) Dalam rangka pemeriksaan pajak hotel, kepala badan berwenang 

melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan tujuan Iain dalam rangka 
melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah. 

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi 
dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan 
serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. 

(3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang 
menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam 
menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besamya 
pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan 
ornzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

(4) Pemeriksaan pajak hotel dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun 
yakni: 
a) Masa pajak Desember tahun sebelum~ya sarnpai ~engan Mei tahun 

berjalan dilaksanakan pada bulan Jum tahun berjalan, 
b) Masa pajak Juni tahun berjalan sampai dengan Nopember tahun 

berjalan dilaksanakan pada bulan Desernber tahun berjalan. 
(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeri~sa pajak, kepala 

badan dapat meminta bantuan pengamanan dan aparat penegak 
hukum atau instansi yang terkait. 

(6) Apabila dalam pengungkapan pembukuant penca~atan a~au dokumcn 
serta keterangan yang diminta oleh petugas pemenksa pajak dan wajib 

Bagian Kedua 
Pemeriksaan 

• 

PasaI 25 • 
(1) Pembukuan sebagaimana di ak 

secara tertib teratu- d :;1 sud dalam Pasal 24 harus dilakukan 
yang berlaku. - an enar sesuai dengan norma pembukuan 

(2) Pembukuan sebagaimana d. ak d 
dasar untuk menghitu b rm su . pada ayat (1) dapat dijadikan 

(3) Pembuku ng esarnya pajak terutang. 
b hub atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain Y~i ;r u du_n~an dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib 

paJ arus rstmpan selarna 5 (lima) tahun. 

(3) setiap wajib pajak y 
Rp.200.000.000,0Q ~g melakukan ,. 
rnelakukan rekapituilsfa. ~atus juta Usaha. dengan omzet dibawnh 
diterima secara teratu nllai Otnzetny rupiah) per tahun harus 
besarnya pajak teru~ Yang dapat m~:an~ berupa pendapatan yang 

(
4} Tata cara wajib 'ak g. jadi dasar untuk mcnghitung 

· PaJ melak k transaks1 penerimaan :u an rekapitula · . . 
.J. menyelenggarak Pernbayaran, ad 1 

81 n1~ai o:nzel atas cliap 
usahanya se an rekapitulasi a ah sebagai benkut: 

b rekapitul . cd~a lengkap dan be .tentang pendapatan brutto 
. asi iselenrm k nar, 
waktu · 0oara an secara kr l · . , ono ogis berdasarkan urutan 

c. apabila wajib pajak . 
maka_rekapitulasi dil~~punyai lebih dari 1 (satu) usaha hotel, 

d. rekapitulasj clidukun d an secara terpisah · dan 
perhitungan pajak be~ engan dokumen lain yang menjadi dasar 

(5) Rekapitulasi ~ sebagaiman p~ 7:1ota atau dokumen lainnya. 
dengan sebaik-baiknya : unaksud pada ayat (3) diselenggarakan 
kegiatan usaha sebenamy an harus mencerminkan keadaan ntau a. 

r 
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Pasal 28 
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak hot 1 iib iak d · k :., e , waji paj apat 

mengaju an permohonan peng mbalian kelebihan pemba aran 
kepada kepala badan. 

(2) Kele~ihan nembayaran ebagaimana dimaksud pada aya ( 1) terjadi 
apabila : 
a. Pajak hotel yang dibay ar ternyata lebih besar dari ) ang 

seharusnya terutang; atau 
b. dilakukan pembayaran pajak hotel yang tidak seharusnya 

terutang. 
(3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas 

kelebihan pembayaran pajak hotel kepada kepala badan. 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 

persyaratan : 
a. pennohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 

dengan mencantumkan besarnya pengembalian Jan 
dimohonkan disertai alasan yang jelas; 

b. pennohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi 
identitas penerima kuasa apabila dikuasakan; 

c. pennohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan 
bukti pembayaran yang sah; dan 

d. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak dalarn hal 
ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat 
kuasa bermeterai cukup. 

(S) Permohonan pengembalian yang tidak _memenuhi pers ar tan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dianggap bukan sebagai 
pennohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan ... 

{6} Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap 
permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada a at (-) dalam 
j~gka waktu paling lama 12 (d~a bclas}. bulan scjak tan~al 
dtterimanya permohonan pengernbahan kelebihan pemba aran pajak 
hotel, kepala badan harus memberikan keputusan. 

BAB xm 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

• yark n 
d ·ngan 

b . . PasaI 27 
rujuan pem erian msentif un .. . 

(lJ 0. k.inerja badan pcndapat tuk penm knt n : 
b semangat kerja bagi pc' anb dacrnh; 

· . Ja at don · c. pendapatan ash dacrah· da P aw 1; 
d. pelayanan ~epada mas);aru~ t 

(2) pernbenru:i inseritif sebagaiman di · 
setiap tnwulan pada awn] t . imnksud pndn nyn! ( 1) di 

· ki . nwulan b rikutn . 
Pencapruan nerja yang tclah d't 1 , s suru · ·r . 1 ntukan 

13) Besarnya insenti d1tctapknn dal A · 
oaerah tahun berjalan dari r am nggn~an P nd pntnn dan 

encana pen nm an P· jt k hot ·l. 

BABxu 
INSENTIF PELh~N 

u.a.u GUTAN 

·ak terikat olch suatu kew .. 
paJ\"aJ'1'ban untuk merahas·1·ak aJ1b. an untuk "C"' an d'. m rahasi k n, m k ,. ...iksaan. ttu ti d perne, • 1 a aknn untuk kcpcrluon 



Dipindai dengan CamScanner 

21 

Pasal 30 
(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak 

hotel ditugaskan kepada badan pendapatan daerah. 
(2) DaJam melaksanakan tugasnya badan pendapatan daerah d~pat 

bekerja sama dengan dinas pari~sata dan kebudayaan, dm~s 
perijinan, satuan polisi pamong praja, kecamatan atau lembaga lam 
terkait. 

BAB XIV 
PELAKSANAAN.PEMBERDAYAAN,PENGAWASANDAN 

PENGENDALIAN 

Pasal 29 
( 1 ) Dalam hal wajib pa;ak tidak · · . . '.} mcmpunya1 utang pajak maka 

pe1:gembahan paJak hotel dilakukan dengan mencrbitka~ Surat 
Penntah Pencairan Dana (SP2D) atas kclcbihan pembayaran pajak 
hotel. 

(2) SP2D atas kelebihan p~mbayaran pajnk hotel dibcbankan pada mata 
anggaran pengembahan pendapatan pajak dengan koreksi 
pendapatan pada tahun anggaran berjalan. 

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hotel tahun-tahun 
sebelumnya yang telah dirutup, dibebankan pada mata anggaran tak 
terduga. 

' 
nbila jangkn w ktu s b . AP,,. · d k 'c , gnun 

(1) tcriarnPaUJ . an pain bndan tid nnn dirnnksud pndu ayat (5) 
rmohonan pengcmualinn ak tncrnbcrikan uatu kcputusan, 

~ikabulkan dan SKPDLB hn:i1~111b'.1Ynrun Pajak hotel dianggap 
aling lama 1 (satu) bulnn. ' chtcrbitkan dnlam jangka waktu 

~pabiln wajib pajak mcmpu . 
(S) . k nyn1 Ulm . . pcmbayaran POJa scbagaimnna di <.; lg POJnk lainnya, kelcbihan 

diperh1tungkan untuk me1u . mnksud pada ayat (1) langsung 
terscbut. nnsi tcrlcbih dnhulu utang pajak 
pengem balian kelc bihan pern bu . 

191 dirnaksud pada ayar (1) dilnkuk Yaran _PUJnk hotel scbagaimana 
(dua) bulan sejak diterbitkanny a~l~nlnm Jnngku wnktu paling lama 2 

OJ Jika pengcmbalian kelcbihan a PDLB. 
(l setelah lewat 2 (dua] bul ~ ~ inbnynrun pnjak hotel dilakukan • 

bunga sebesar 2% (dunan epala badan mcrnbcrikan irnbalan 
embayaran kelebihan pc c. b pcrscn) .scbulan alas kctcrlambatan 

P m uyaran PaJak hotel. 
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: . ..:../ 

TAHUN 2019 

Diundangkan di Pamatang Raya 
pada tanggal !< 6 fr( ~ ti. cr1 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN 

J. R. SARAGm 

dto 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pad a tanggal !< ~ ltf >tfrl.& T 2 O 19 
BUPATI SIMALUNGUN 

' 

B . . . Pasal 32 
peraturan upati mi mulai berlaku pad t . a anggal d1tetapkan. 
Agar setiap o sang mengetahuinya . 
P raturan Daerah ini dengan , memenntahkan pengundangan 

e penempatannya d l B · D ah Kabupaten Simalungun. a am erita aer 

, Pasat 31 
oengan nerlukunya Peraturan Bu ati .. 
sirnalungun. Nomor 17 T2.hun 201l te iru, m~a Peraturan Bupati 
dinyatakan tidak berlaku. ntang Pajak Hotel, dicabut dan 

BAB xv 
KE'f~NTUAN PE1l" nUTUP 
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kf'J1rlA1tn/tok si uMhll l 
Kolom B, C, D, E, den F 

Kolom/\ 

,ULIR PENDATMN : 
PETUNJUK PENGISIAN FOR'- Ada dalam NPWPD 

: Diisiken sesual dengan data yang 

(epabila sudah ada] I . 
. dcngon yang tercantum dalam Surat zm : D'isikan sesuai . 

, ( Abila sudnh ada] atau diisi sesua1 Usaha yang berlaku ap 

( ) 

Simalungun, ...... ················· 

G. TELEPHONE 

I F. DES,\ I KECAMATAN 

rE. i\LAMAT TEMPAT 
VS AHA 

i---- 
D. NAMA USAHA 

~Wi\JIBPAJAK C.A 

r-;=NAMA WA.JIB PAJAK 

111111111] [I_I I I 

- ----------------------------~~~~-I 
To.nggol Pcndataan 

---, 
:TAH KABUPATEN SIMA.LUNGUN FORMULJR PENDATMN p&MERIN 

eADAN PENDAPATAN DAERAH PAJAK DAERAH 

I PAJAK HOTEL 

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NOMOR TAHUN 2gf ~ 
TANGGAL 2 
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J. R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

ri~~t>P.\H KABLPAn:x STht~.l~Gl-X 
~ - B,\D N PEND PATAN DAER.AH UR ~XDATAA., Xonn-r Fomrulir: ....... PAJAKn~RAH 

PAJAK Hon: L 
Tar.ggal: .................... ~ OBYEKPAJAK ----- ~LO:'.\G.A., HOT£L - 

l .is.iknn se:."Uai !10morl ~"\n--;1irrn 

~:'\t~ t'!n)t\t ~ Mt-lati1er\ 
~l . 11 Gulm1? onriwi5."l.t"'- - ~,;~ :'\ttd\t~ 12 \\"' .. ·t~mn. ---··-~~~to\ ~r:,.t-s.1in .. "'\ 8 Mcl"lti ~"'"' 13 ;" 9 Mott.-.3 .• ,in - Bintm seru 

10 Losm~ 14 R\\tmh oec . »= 
15 Rtmiru: leos 

B. KLASIFIKASI KA~. ti\R IM!F Jl 1.MH 16 laintl\"l\ ......... - ------ 
~ Koas~ J\\ml.'\h Jumlnh Tari: Discount lcamar Orrzet (Rp.) ~ ..........---- 

terhlal -- .............. -- .....----- --- ::xua Ba:1 -- 
~ RUA°\GA., YA2\G DISSWAKA., Jumlah -~ Jurr.lru: ruanean Tari:tRo\ ~ Jumlah P~t:lian D facO'\l r.t Ornret ,Rol ...:--~ -- -- 
,........... 

Jumlah --- D. FASILITAS F-~"'L~A..,G - 
.Jeeis Fasilitns ,·ar-R: disaiiakan K Omza_1Rp1 :'.\a . ,......... 

Tu!echone I Fa..~e I Telc:ks Ada/11dak - Intereet Arla/Ttdak ~ 
Foto C-Oo-:: Adam.dak 
Lenodrv den w~ Ada/Tidak ~ 
Jass. peiislB.!'.a.n '1-isru:a/ tmn....~o:rtasi Ada/TI.dale ~ 

"iFood & Be~~e Ada/Ttdak 
Lair. - 1 ain ' 

Ada/Ttdak 
J1.'Ul'UN'l 

II KEI.EXGKAPA.., ADMI\1STRASI 
Keteranzar; Xo ~/Jer.is 
Ade.lT.rlak B-.!lr...1 Temu 
Ada/'fidak Buku PenErimaan 
Ada/T.dak Daftar Tarif , .. ,,,,.,..,."' d108S&"2 di termat umurn 
Afa./TI.1ak: . Leooran Xemca, 
Ada/Trlak Cesh Flew 
Ma/Tnak RugiLaba 
P..cia/Trlak Kas Penerimaan I PP!1P-e1uaran 
Ada/TDak Rekeoine: Bank 
Ada/Trlak Kas Reaister 
Ada/Trlak 

~ta.' Bill Ada/Trlak 
~ oem:lkaian Xota I Bill 
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......... , . 
:g.:. . ~::; .. 

······························· 
~: . :g:. .. Surat i.:in 

7g:. .. '"',llf····································· Surat i:i."1 
- KepMmisat.a.a 

. • .J:-1:.:iki l~t"o:p,· Surat b:1 harap dwunpirka .. 411 4. Surat cm ,·a..~ uu;1 - v • - • 

• ~~ _g_ . • Surat i:i."l Ga:--.ggua.-i 

. Desa : 
- Kee&nata..'"l : 
- Kabupatea 

- =-::oorte-~:n : 
- K"d~ P-:s : 

Xama Wajib Pajak 
2. Xaca Badan / Merk Usaha 
3. A:amat i.:.n~ c:py Surat Ka~a.."'lga."l D:misu df.ampirka."l 

_ !A!S~Jjll:1/~7 

DIISI OLEH WAJIB PAJAK 

3. Setelah formulir Pe!ldaftara."1 bi diisi den ditanda tengeai, harep disereaken kernbali 
kepada Dinas Pendapatan Pengelolaa."1 Keuenga."1 den Aset Daer a.~ Kabupatsn Simaluagun 
la.1.gsune: atau dikidm melalui Pos calbg lambat tanggal . 

2. Berl tanda V pacla kotak ya..,g tersedia u:1tukjawabcL'1 yang diberikan 

ii. Harap diisi dalam ra.'1gl-:ap dua (2i ciitulis cie!1~an huruf C'::EK 

PER.HA.TIAN: 

di ------- 
................................................ 
Kepacf.t Yth Xemcr Fcrmufa 

BENTUK DAN Fo~'l' ISL\N ro 
----------------- _ RMULIR PENDAFTARAN 

PEMERJ?fr AH 
l<ABUPATEN SIMALUNGUN 

BAD .. i\.., PE:\1) 
• APATAX DAERm 

ro RMuLIR PENDAJ.'TARA~ 
~ ,, WAJIB PAJAK 

LAMPIRAN II 

:~~~RAN BUPATI SIMALUNGUN 
TANGG TAHUN 2019 

AL 2019 
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J. R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

NamaJelas: 
................................................. ·········· 

Tanda Tangan : 
................................................. ........... 

20 ....... ......................... 

9 Kewajiban Pajak 
Pajak Hotel 
Pajak Restoran 
Pajak Hiburan 
Pajak Reklame 
Pajak Penerangan Jalan 
Logam dan Batuan 
Pajak Parkir 
Pajak Air tanah 
Pajak Sarang Burung \Valet 

Pajak . 
• disilang 

Al mat Temp t Tinggal ( lelampirkan ldentitas l ang dilaporkan I Dusun/Jalan 
. RT/ RW / RK 

Desa/Kclurahan 
Kecarnatan 
Kabupaten /Kota 
Nomor telepon 
Kode Pos 

Jnbatan 7. 

RET£RANGA?; l'E'MILll{ ATAU PENOELOLA a pemilik / pengelola 6. Nam 

. Lainnya . 

I 

I 

I J 

R<'stomn 

Jliburnn 
Rrklo.m 

. Pcnernngnn -Jalnn 

• rengnmbilnn mineral b11knn logam d11n bntu1111 

_ Penyelenggnrann tempnt Pnrkir dilunr 1,,1d 
II 

j 
11111 . • Pcngarn~ilnn dnn/ ntnu Pemnnfnntan Air tnnnh 

• Pcngambilnn dan/ntnu P<ngusahann Snriu1~ Burung Wnlrt 
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Rp .. 
r,cutang untul. M4'i·, p~;-.._ ~,~,rang( ~mp•rl1n foto copy dOl..\lr,,e ) 

• T;t " 1(13 TII - .. ·· ·• _ · 

1 p ~tbtlu,·nnv.a t.U.umuw- dari "'·al Cw P.lia\. d11Jm t un pa:,,,) 
Ju"',.1.Jh Pemb.ly:lnn c:f~I\ PjJJlc Ten,it.a"i u tuk t • .an •1:, . . . • 'd r,• . . _ ... 
~ ~M.a PJJ.)lc . ) Rp _ . 
b. O,iar Penct"n,,n P.lJilli. lJumlah Prontn ,un · · · · ou·•·· ... ··, 
\. "":.,,f t'•1 i 
d PiJ~~ lt!\IUl'lg (i> "',1 
Jumlah ••c:mb.t\•ar.tn dan P.tJI 
t M.tu ~,1tk 
b o.u:ar P.n t,nun PAl.1k (ham h p,.,.. .. ,n'IUI\\ • llf' 
c T':loor p,. - • : -· . . •. • • . . " 
C1 P.ifall ltf\Jtilll\g \b C) : Rp ' ·~·· - .. 

O (\l!SI OUl-i W.IV!e PAJ K 

l. M~nu;v!\llc.\l\ :a.!. .tg<'.'tl C ~-"• 0 1. ln:!illo. 

l Mtrig,d•k, Ptmbu~Ul!f\,I Pl"nUtJt•" !.] 1 V) CJ 2 T dl 

1. J..im~h Pl!mN'{iran d.\ tJoa~ ltt\lt;in~ untu\. MJU P.:rJl\. u~lumf'I'• (A~ mu ,, wr, 1wJI Mu.:r P,1.:rk d~I.Jm uliun PolJ•lr.) 
a MJs.1 ~.:r alt ~t . . t,'~ !~! .. 
l' O•l~, t"ttnit r. P.:J"' (Ju-nl;,l'I i.'~n,r·:nJal'! ~.. . . __ 
c Tint P•J•k . . . .. __ .. ~ 
d P1111t let\Jt~ne lb c) : f:(:;, • _ .. • • - .. • • -· • • ... • • •• ••• • ..... •• • • 
luml.t o,m~y,r;in d•n l>•1•k Ttruta ~ untulr. ~bu P11.llt t.ehr.:rng(l~mp,,kJn foto CQPV doltumen) 

r ~~ .. ;";., i. • Tti SJO tg1 •• • . ••••••• 
b Onillf P'f'nt<-nun ?,11,1'- (J..,o,!4h P1:iru:nmunJ Ro • • • ·-·-. -·-- •.•.• -- ...... 
c T1•1f P•1.alt • ·• • • • • % 
d r.i,,lr. Ter tJn~ 1:.i ll ,1 Rp - • . · • ·· •· · • .. - • .. ·• · · • · ·· · · · 

8. Dim OUH WAJIB PAJAK 

.\ o~~·\t~r · CJ ! 
~ r.. rn~.a,1•1..•n P('mt>u '11-'"' '-'i-n,~T.,. .a 

1-r j 

~~~~~~~.~~A~.O~l~IS~\~O~l~ltt~~~-'.l~l~&~R~Ei!~~l~ft~U~S\~~~~~~~~~~--~~_j 
Ci.a'·~ Ho'el. ~ 
01 g,.,t,ng lun-ill O'i B111\ ,; ~Iv 

F-1"t•1\: i mf\<lt OG. t.t ·•11 -;-,t 
03 8,nt•nl T,g, 01. M~li\1 Oui 
N !!1. t.lfll: l":.u cs. t-h·';n !ll:~ 
Ta f dln lumlah !Clm.lr •iot~I 

-..-. 
III n P Cl .._ __ '---.1-.L 

......... - .. - 
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J. R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

,lbma\ 

....................................................... _. ._...._,........... ---------------······-·-~- ... -··- _......... ·--- 

·············--············-····-·-·.-.- ··--.-..···-·----- --·- _ _ .. __ PlPWP.D 

TANDATERIMA 
No SVTPD • -·-·- -·- 

~-------·-·-·-·- · ·---·-·--· Guntlngdlsinl- -····--·-··· . -·-- --··-- ·-·····X 

• -········---- - ··-···· . 
- . 

.................................. -········· ..... 0trenmJ Tang.al 

r4,m1Prlugu 

________ F_ • ...;.0_11.:..Sl.._.:0.l_E~fTUGAS OPPl(A KABUPAHN SIMAWP4GU 4 

w,, Rcir,ws• 

-----20-- 
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Xip . 

P~Ra'\3.. .. 
an K~a~P!r.<2p,1t...-1~~ 

1.:.~upal~ Si.::u:ut.JU.'l 
tvp.I.a Bid.::J P.i::-.~mr. ~ Pcibpr. 

:-.o.SKPDKB 

Rp. 
Rf 

Rp. 

Rp . 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

P.p. 
Rp. 

'~u ·~·Jlk Di t I Dtk.~ak.,n D..'MJ : Pi.j:ikHot,I 
~d.:.<'lir : :i: 
)h P.i;ak : x 
:. 8 1dl~Jkl11 ?erdJ ~ruptt!n Si.nult11gunXancr :a1mn t!t\~ PJ.ja.k relah dilakuJ.:lll 

Peneriksaan ,UlU Ktter~an Lain ac~ pcliliwan ~wajit:an "a.Ji?: Pajak. 
!l. Dari Pe1reri.bln .i cu K!t~~ in Ltin t~ etur duns, ~mrung mi Jun.Wt~ m..eih Inrus d1t:a:,:ir nili.h ~hg.u berik1.1t: 

•. ~urPe~rnwiPaJak 
" Pa Jlk ~1! ta-u t3J! 
3. KreditPaJak : 

1. K.,~~li.1!.l k:lct:ihan FWtb.iyan.n 
b, Setcnn ~! ciul~ 
c, uin-hin 
d .Tumlah WlR' d:lpitdilcr-e:itbn (a-c-c) 

.; .Tllnbh ~k-u-!I! an ~bi~an Pciu,k Pajak··~ - 3 :i 
5. Slllksi .idmini Strati=° 

a. Btrt!l 
t. :-J.aibn 
c .TwtWt Si1l1bi ad.miniscmif (a. - b) 

6 .Tllnlah~ tmM~d·hl~(.:-5c) 

x 
x 

~u \\'aj1b Paj 
~u Ot'ek?.ij k 
A.l11Ua1 t: ah 

,~CPD 

x 

Slll~TKETEL.\P.~~PAJ.~K 
D.U:R.\.H l\.'1:R.~ ~G BA \"AR 

~'l.'Jlfil'Jn 

-n ~,rmsuu K.rnu. \ rrv .\Ht rxcrx 
JJADAN PEND,U1ATAN D.UF.A}J 

P:\Al-\ :\NCR.-\\'.\ 
~ .\U'JJ.Jl\ r C:\R.-\ 

I\ JJentuk dan Joi Surat Rctct 
· fSKPDKD) , apan Pajak Daerah Kurang Bayar 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NOMOR : TAHUN 2019 
rrANGGAL : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2019 
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J. R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SlMALUNGUN, 

)\Ip . 

P4IIU t:an!! R.i "1. . 
a n. K!pl.11 B1~-i P~d..~l.tr. D,~ 

K..~p.tffl Sl:111\w,.gun 
K?:;.:!lB!!l:'.;P~~~~.~P~!!:~~ 

IRH.·\Il_.\..,: 
Pemh!)"!!!n a.tu paj!k tffiltan.~ dihli.-ubn p!da Benda.hara Penerieu Badan Pendapatan Daerah Kabup ten 
S~ denpn m~~ Sunt Seteraa Pajak. Daerah(SSPD) 
S ~r:KB: ~tlk2n LL~ lS \b t!lah hilikm ,alidasi Kas R!!is ter aau cap ca.nm tang an ?!1a't.1.L 
. .\patih SKPD:<B: ini ti!W:atau mtm! dibl~ setelah te\\'atwaktu p!].~ lama 30 (tiga pJMu hari ~~ ak SKPD~: 
ini ti~tb.n dili?rukan ~t admnistnti "b,..aru rurn ::' o rua en bulan. 

Rp. 
Rp 

Rp. 
Rp. 

c. Ju!1hh s:inlci adciciitm::\.1 -c ! 
6. Jmilah ~ m1SUl huus dibi~ (.l- )C 

Rp. 

P.~ 
Rp 

\ 

T~P!Jak~~ Dik!nakan~~D!tda)!~~---:-PP~:aj~1kZi· 1~10(;;t11 ===============j .·--.:~tit 
,asiPaJak 
· B~sukan~<i::'3-hl~t!n Sum.1\11!'!-'lX~m."'f ... . - 

p511~kmn a tau ~tmm an Lain a~ P"lilimun ~ · wn · tenui PlJ~ . tel h d1\ 1'u~ 
'31! ~uu bium t~kap ~\\'llJlbltl \\·a.11 P. · cbn i lah du"ml,M cbt.1 b ru arau dH,, 

. il1ri :btl mru anu data ::m! ~tm11l belurn terurekl p . 
~~: • • P, ~!hit\l\p.nJwmah ~.mi·, hams dib adll h ~m!ll 

!:b !! ~ ~...!n '?.l._1~: 
" Pajak~ rem~" 
• Kr~d,tPaJak: 

a. ~~nmi ~t~ciln.'\ pmnw:nn 
t Seteran xanr ~bkclnn · 
c um.lain • 
i .JwiWi ~! dapat dih::-d.itkm l - b - c 

.! Junlah~hnr~anfffi\~~Pc-kt• ·Pa.Ju.:·.~-;d' 
. s~~~ti: 

a. Bunp 
b.~ 

Sl'"RAT Ktttt..\P ... P..\,l.-\K 
D..\l:R.\R l(lll.\. "GB..\ Y ..\R ;\O. ~hlfi 

TA .. , lll..\.a~ · 

f[~1[Rl~T . .\H K.-\BrP..\ TD" S..\l-U. txGl--x 
B . .\D.-\.. ~ 1'£~"D . .\P .-\.T.\:.~ D..\!RAH • 

P~L-\H ... "C R..\.Y.\ 

Sl~l.-\ ITR\ rT.:Ut .\ 

sentuk dan Isi S11rat k 
ll· Tambahan (SKPDKBT) etetapan pni .....,ak Dacrah Kurnng Baynr 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

I ~·r~ Pe~J,•I P« ,!·i~. 
=• ~,td'i.! ~a • .a • 

• P,P lPC)/1 p,,QO 

.:.L.:•:.:.T' 1,P/IJR 

•t: t :u1·• ·:.-~ 

r-·1..:.. ,.P ·.,c; 

.•..••••.•••••.•••••.••••••••••..••.•..••.••••.•.•.•.•.•.•••..•..••••••••• I 

~:~. I 

1-························································-····················--······-·l 

; . . . . . . . . . . . . . . . . 

··~~:·~·r J:~.1vn,~"· 
3. ~CJJl:~ :;.1~C :.,.1 !~ba,ar,J ~•:•l~" :):~n tt•:: .,,., ~1 •r>•Jr -~ :l :~;~:l• !\ 

iOJI p•r:• :1•::. "~t•1 c1:>~ >•"; :,,._.~•n, ~·· t.1.J"I d:.~ero1~ I' :al.19 ~..i·a~ 

·a,:.-.· i:~ :;11 c,1•r•'" :;·i:-:, • 
... :;rPO :.,1 b .. "" :;11:1.1,1::. ~ .. t:. lo.'!='~,.;l:. ,,. :.:in. 

-a-2: t_:i-;:- ~- -,:;:;:. :i-~i~i-;; :e-.!.-:-:-l.;·., :~-~, ~-u.- ~,~~• : ... ~-=- =~ .. 
,.c. At tr::.·c • >: J..,u,. Oat'" , "~-~J°:t" ::::.•>l..i"tur., ,5.:~.:t~:.: p-, t>· • •t>':J 

!,.c:lo,.•:1a i-o,, :::1:.t"' P~,.,.-~.,,.::::1..1 ... ta,., 

'······························-·························································' 

I ~•"li.111'\ ~ ,,. .. ~ : 

! 

f - - - - • - - - - ,. - - • - - • 

,,~i,r••• ~»~ ~~ •:~~~~~~~·~~ 1~~. 
l·····························-·························································· I 
I J r-:a~ ,~t~~1p1• PaJ•• ·,, ~~ir: 1~0• 

r~;: 

··~· 
~~ I'! t•~•la~ •.a!• o .. ,,. b«'.a4~!r, 

I •oo! ~~:····--·-·-···········-····-······--····-························l 
J'!'U:; P.:.,.t.r 1);.~11.:;-1 I :v··.-- 

1 • • ' ~ • • .,, • • • • • • ' ' •••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • , • , , , • , ••••• , •••••• , , • • • • • • .. • • • • • I 
1. 1.:.1.1.01.,n IP~jal.. t"e·al H•::,. I 

l·······---······-·······-··---········-·····--·-··········--··-··--·--···············--·1 
: .... -: ;'- 

S'' I,• P • •, 

,1111 e .. d.a. I f .,., ,a~, 
:.:.1r-•t 1.,s."'~ 

J/~ 1>"-;l.r I 

;.:.T~)o -~ 'PO : 

I ... ,. ... ~ .. •.: .. -:-:2 . 
t~'!-~0;...•4 P..:.,:.t' -).,! ;..,. 

!:IP,:) 

l•!•'f~!'4T'-~ •'.:.~•;P.:.T!•, ~l ,,i._1,•1Q1,.,,4 

!.:.,· 1 :,~•.? P.:.':'.t.i.• =:>;..ft:..,. 
p s: ~..:.•,<] O.L.Vt. 

-·-····--····-····--····-···----··-··-···········~ ................... - ... - ....... .. . .. - ........ 

}., surat J{etetapan Pajak Daerah 

LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 

T
NOMOR : TAHUN 2019 
ANGGAL 2019 ................ , . 
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J. R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

I ······-··················-··········- ........ __ . 

T-tr-11111 

T ~,·. J -; ~··.;.- 

tt.· 

I 
I 
l··························································-·····················-----··-1 

o:.ur1111~ olet'!, 

l······T··················+•···························-·························, 
I !, 4,!,l.O!.~l f P.\J.:.,: t-.T!l. ~~. 

1···········-·····-·····-········-···············································I 
( ,~wl~h >*te!Jpar Po<c ~•l•k ~o. I 
I ~tn£tn~3"' g:,;a~J :.d~l"i.stra.s1 ~p. I 
I ::>~nr;~nJI" •:t a!kJn PJjJk I C.nO ~p. 

!······················································-························· 
I ,~~:ih SttorJn PJjJ~ ~atr, I Ap, 

·------------------------------···--··--------------------·-····-·----------·-··-· 

~JnfCJl YttC~J~Jr" 
'!'ari:,;l r:>:.. 

~o~~~ P~~o~ ~ijib ~Jja 
ourJ. ,NP,~:>) 

ur-J LUC:.10 I I t"'k UUhJ 
.:h·Ut U.SJhJ 

I !Id 
I 
1-···········--·········-···········-······-·············································' 
I 

·-~ .. 

-·-···--·· - ···-··· 
~-·.:; r.:.n i.:.:.auP;.TEI, !.Ii·I.:. via I, ;····-·················································· 
IP£,, s R.:.T :a:rc;.:. P~J.:.i 

P:.;)". ~!•.:'.!~i.\T:.•i ':'~~p ... :::>.:.~:u11 
! . - '~!"PJ' l);:n: .. ~;.hG ~:.v._ 

Sentuk Surat Setoran Pa;ak Da h J3. u era (SSPD) 
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J. R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

( ) 
{.. . . . . . ) 

................... 
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. P .. ~ L~.T . .\..'\G R.\ Y .. j~ 

YA. '..:G ~IE\-ERl\!.l.., 

:--.l\1-\, 'l.\:.>JJB PAJ.U: 
l\".Oi=D 
,U .. l\1.\TW.u:B PATAK 

1:--0~S:P. sno 
n..,c-O.U. TERI.\H 

:'.\1? • ·······················-·······-····· ··-·······-· 

P • .\.,I..\T.-L'iCRAY.-\, ··-·······-····-·······---­ 
Kil'AL.\ B.\ll..\..'° Pil''U\P.-\ T.-\i'"'i' llUR.\H 
K.,\B CF.nm SW.U. rxcrx 

??a'.1rm: 
!. N'oM:~~ K!.s ~Ji X..bu;,ct~ Si:ll.:lu...'t;ur. S.~4~11 PT Bu...:K~~ Ir..dor.e.si(Ibk) Cabl.".; P!:D.!~~siA!tt!!_ 
' H?r.pDi~tt"42nM!lalui B~dam P!n~ Baftl:._-lttuP!tu!lS UPTD BDP Klbupu~ Smlur.~ 
; .~iil SITDW Ti~Dik.yat~~ ~· .. JibPzj~.-t:u.K=::tt..:I Di:.~~.l}~t;. ~-ct-?~=~~'.D~~~~)Da-i:,-:lil',j...:Y.t!:~ 
• t~-!w.tul;tnl2!'.~"'\U:!'.y .. d.:'.~i:i:..t~u..~...l:;.:,.14{e,.i..puL\ll'.~t}w1~. 

: Rp. 

: Pajak Ro(eI 
:x 
:x 
: x 
: :x 
: Rp. % 

: :~1 x ... bulm 

~0.51'1'0 

Bentuk Surat T . 
agiban Pajak Daerah 

LAMPIR.AN VI 
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 

TNAONMOR TAHUN 2019 
GGAL 2019 

r 
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J. R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

•1 Corti }'1l11g ndak perlu 

( J 
NIP . 

• Sunnlungun Ditetnpknn di 
Pnda tnn~a,J 
1.rpnlA BPO, 

KJ:.110A pkun . 

Pajak Hotel) ng terutang : 
Besarny Pcni;ur:msnn ( % :"C l{p I 
Jum\ah P11j11k Hotel yang schorusnyn d'.~~~~~ ) 
( ~,.·~~·lnku tanggul ditet 
Keputus n h'.c:pnln H dnn mt mu 1 

Rp . 
~p . 
Rp .. 

!~neiapkan 
KESATU 

Kepiua S.d1U1, 1 onun µc:n,:urnn111rn a, 13; hw l>crdnsarluln hns1I pcmcrikmt11n scderhnnu ntna pcrmo 1 \('rd pol 
0- · '- l\ I N I \<'<• I "'" I · ng , 'V"" ote omor '"...., · b \)'II l'r\Jnl Hotc )O 
/ tidnk terd p.,t') cukup nli1Mn untuk rnengur ngkan cl'.m 
rerut ng; k 1 1 

ult1 huruf n, perlu b. b.,hwn hc-rdiu•,nrknn pc-rtimb.-mg,m M"hng unnnn dun "u' 'i, 
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